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PRAKATA

Dalam rangka mengamalkan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu
PENELITIAN, maka peneliti telah melakukan kegiatan penelitian dengan judul
“Aspek Pencegahan Dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak Di
Wilayah Mataram-Nusa Tenggara Barat”. Adapun materi yang disuguhkan
meliputi upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Mataram dengan
pihak Kepolisian, LSM dalam meminimalisir ter] adinya Tindak Pidana Perdagangan
Anak dan mekanisme yang ditempuh dalam melakukan sinergi Penanganan
Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan di Mataram, Nusa Tenggaa Barat.

Pada kesempatan ini pula, kami ingin menyampaikan terimakasih kepada para
pihak yang turut memiliki peran dalam keberlangsungan penelitian ini. Kami berharap
penelitian ini mampu meemberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh semua pihak
yang terlibat dalam kegiatan ini maupun para pembaca. Atas perhatian dan
kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 Agustus 2017
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Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M.
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~nustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, dengan ini menerangkan telah
enerima Laporan Akhir Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Direktorat

-nelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan rincian:

/Judul Aspek Pencegahan dalam Mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak di
Wilayah Mataram-Nusa Tenggara Barat

? Penulis/Peneliti Ketua < Dr. Ahmad Sudire, S.H., M.H., M.M.
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tuk kemudian disimpan dan dipergunakan di Perpustakaan Fakultas Hukum, Untar.
Demikian surat keterangan ini dibuat. agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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RINGKASAN DAN SUMMARY

Adapun langkah yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah yang amat
pelik ini. Pencegahan trafiking (perdagangan orang) di Mataram, Nusa Tenggara
Barat dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: Penyusunan, harmonisasi dan
penerapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pencegahan
dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO); Upaya ini terutama
ditujukan bagi provinsi dan kabupaten/kota yang belum memiliki peraturan daerah
sebagai landasan hukumyang kuat untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan
TPPO; Bagi Pemerintahan Daerah Provinsi perlu menyusun peraturan pelaksanaan
dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA), agar memperoleh dukungan pembiayaan
untuk pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan pencegahan, pelayanan dan
pemberdayaan; Bagi daerah yang belum memiliki kemampuan untuk menyusun
Peraturan Daerah, diharapkan untuk menetapkan kebijakan daerah dalam bentuk
Peraturan Gubernur; Kepolisian dan TNI perlumemperketat pengawasan di titik-titik
rawan terjadinya penyelundupanorang untuk di jadikan trafficking terutama di
pelabuhan illegal; Mendorong Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Jaksa dan Hakim)
untuk menghukum berat para pelaku trafficking dan ekspoitasi terhadap anak dengan
menggunakan Undang-Undang TPPO dan Perlindungan Anak; BNP3TKI agar
memperketat dan menyeleksi PJTKI yang berkedok sebagai agen trafficker yang
mempekerjakan anak sebagai TKI/TKW di Luar negeri.

Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan TPPO masih perlu dilakukan;
pemetaan kasus yang disampaikan oleh BIN harus jelas jalur, mekanisme, serta
metodenya; diperlukan payung hukum (missal: SK) untuk menghindari berganti-
gantinya pejabat yang menangani TPPO; perlu diperhatikan pendanaan dalam
penyusunan RAD. Advokasi ke BAPPEDA; perlu dibuat mekanisme pengaturan
pemberian restitusi bagi korban TPPO, tremasuk penyitaan aset dan penyimpanannya;
didirikannya RPSA ( Rumah Perlindungan Sosial Anak) . Kelemahan dalam hal
update dan pengelompokan data di Polda NTB harus segera diperbaiki agar dapat
memaksimalkan aspek pencegahan Tindak Pidana Perdagangan anak Mataram NTB.
Sehingga dalam hal ini peningkatan kesadaran masyarakat akan pengertahuan tentang
‘human trafficking’ dan seringkali para calo memanfaatkan hal tersebut dengan janji
manis terkait kehidupan yang diimpikan oleh para TKI terebut. Selain itu koordinasi
antara setiap pihak harus terus diperkuat sehingga tidak ada celah bagi para pelaku
untuk melakukan tindakan tersebut.



